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RINGKASAN

Penelitian tenteng pelakeansan eksekusl benda Jaminan
dan grogee  purat hutang notariil untuk  mengataei kredit
macet ini adalah penelitian hukum normatif, dengen tuduan

untuk mengetahul hal-hal yang bersangkutpaut dengan ekesekusl

berdasar Pasal 224 HIR (258 RBg) pada umumnya dan eksekusl
gromsme surat hutang notariil pada khususnya, serta perlu
tidaknya penyempurnaan terhadapr ketentuan teraebut.

Menurut pendapat Mahkamah Agung. suatu  grossge  surat
huteng notarill harue merupakan groese akta pengakuan hutang,
beriel kewadiban untuk membayar suatu Jumlah uwang tertentu,
bersifat murni, dan bersifat eksepesional. ' '

Date esekundalr dan primeir dalam penelitian inl  dikum-
pulltan melslul penelitisn kepustakean dan lapangen, dengan
alat pengumpul data studl dokumen, kuesionalr, maupum pedoman
wawancara.

Berdaszar hasgll analisie melalul metode Ruslitatif dike-
tahul bahwa permchonan ekeekusil grosse eurat hutang notariil
adalah langka, karena mereka yvang tersangkut daleam pembuatan
{(groege) esurat hutang notariil tldak memshaml atau bahkan
tidak mengetahul pendapat Mahkemah Agung d1 atas. Penagihan
plutang melalul permohonan ekeekusl groeee eurat huteng
notarill ternyats tidak berhasil, karena sikap dan tindekan
ketua pengadilan negeri yang mengakibatken lembaga hukum
tersebut tidek berfungsl. Hal inl menjadli salah satu egebab
berkembangnya renagihan piuvtang melslul debt collector.

Untuk mengoptimalkan peranan lembage penaglhan pilutang
tanpa melalul gugatan diperlukan penyempurnsen terhadap ke~
tentuan Pasal 224 HIR (258 RBg), balk melalul fatwa Mahkamah
Agung yang selandutnya diperkuat dengan yurieprudensl, meaupun
pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata Nasional yang akan
datang. '

Kata-kata kuncl : ekeekusl. grosae akta., grogse surat hutang
motariil.



ABSTRACT

Regearch on "THE EXECUTORY COLLATERAL AND COFY OF DEED
OF DEBT A5 AN EFFORT TO CONTEND BAD DEBT" is & normative
gtudy of law. The purpcoege of thle research 1le to understand
mattere related to the execution based on artiecle 224 HIR
(258 RBg) and more epecifically on the executory copy of deed
‘of debt, and aleo to determine wether or not 1t le necessary
to improve the stipulations. '

According to  the Supreme Court, an executory copy of
deed of debt must congtitute an act of acknowledgement of
debt which iz pure and exceptionael, containing an obligation
to pay fixed amount of money.

Primary and  secondary data in thias research was
gathered through llbrary and field research by mesns of
document review, questionnaires and gulded interviews,

Baged on the reesulte of dqualitative analyeis, it appears
that requests for an executory copy of deed of debt are
scarce, because thosge who are involved in  the procesg of
drawing up this document don”t understand or even know about
the  Supreme Court’s aforementioned  reguirement. Debt
collection through the request of an executory copy of deed
of debt ile apparently unsuccessful, because the attltude
and actione of the chief of the district court reeult in the
malfunction of thies legal inetltution. Thie matter 1g one of
the causee of the growth in the uee of debt collectors.

To optimize the role of debt collection Iinstitutions
without legal suilt, the etlpulaetione of artlcle 224 HIR (2858
RBg) need to be improved, either through instruction from the
Supreme  Court which ~would then be supported  through
Jurisprudence or through & regulaticn in the next Natlonal
- Civil Procedure of Law. ' - :

Key words @ executlon, executory copy of deed, executory cobpy
of deed of debt.
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Piutang yang macet mendadi sebab utams ambruknya suatu
perusahaan, terutama perusahaan yvang berkecimpung 4di  dunia
pemberian hutang/kredit.

Selama kuartal ketlga tahun 1992, kredilt madet yang
dlalami dunia perbankan (balk bank pemerintah maupun eswasta)
berjumlah lebih darl Rp. 3.000.000,000.000,00 (tiga trilyun
rupiah). Bebagisn kredit macet tersebut dislami oleh bank-
bank pemerintah. (Jakarta-Jakarta, Nomor 355 @ 16)

Apabila pihak bank sebagal kreditur ingin mendapatkan
kemball haknya, maka dia harus mengupayakan melalul prosedur
vang berlaku. la tidalk boleh mélakukan perbuatan main heakim
sendiri (eigenrichting). :

Progedur yang dlsediskan oleh hukum untuk -kepentinéan'
int adaleh melalui gugatan di pergadilan. Prosedur ini adalah
merupaskan prosedur umum, yvang disedlakan untuk penyelegalan
sengketa hukum pads umumnys.

Dalam praktek, penyelesalan sengketa hukum melalul
prozedur  umum tersebut memerlukan waktu vang  relatlf lamg;
karena dalam proses tersebut diperlukan beberapa tahap.
Tehap-tahap penyelesgalan sengketa melaluil progedur umunm dapat
dikeiompokkam menjadi tiga, yaltu  tehap permulsan, taﬁép
penentuan den tahapr pelakeansan. : .

Tahap permulaan dimulai dari  dimasukkannys — gugatan
gampal dengan Jawab-mendawab. Selanjutnya . tahap - penentuan
dimulal darld pembuktlan eempal dengan ﬁhtuaam.. Setelah
putusen  hakim mempunyal kekuatan hukum tetap - kecuall
diputiis dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih  dulu
walaupun disjukan upaya hukum meleawan putusan (wdtveerbaar
biJ voorraad) - barulah sampal pada tahap ketige yaitu tahap
pelakeanaan. o '

‘ Untuk lebih Jelssnye. berikut ini - diberikan gambaran
gecara . garis besar mengenal prosedur penvelesalan . perkara



melalul pengsdllen.

Progedur inl dimulal darl disjukannys gugatan pads
pengadilan negerli oleh orang yang merasa dirinya diruglkan
orang lain. Selanjutnya pengadilan tersebut memanggil para
pihak untuk hadir dalam sidang yang ditentukan. Dalam eldang
ini ada kemungkinan para pilhak hadlr atau tidak hadir.

Jika parse plhak hadir, maka hsakim (yvang memerikssa
perkara) akan berusaha mendamaikan para plhak. Usaha
perdamaian inl dapat berhaegill atau tidak. Dalam hal usaha
perdamaian tersebut berhasil, make hakim aken membuat akte
perdamaian. Sebaliknya Jika tidek berhasil, maks hakim akan
memerlksa perkara tersebut, dimulai dengan membacakan sﬁr&t
gugat, dilanjutkan dengan jewsb-menjeweb. Setelah eelesal
Jawab-menjawab, dilakukanlah acara pembuktlan, dllanjutkan
dengan pendatuhan putusan hakim,

Apablla dalam sidang yang ditentukan tergebut ada plhak
vang tidak hadir setelah mereka dipanggll dengan patut, maka
hakim dapat menjatuhkan putusan gugstan gugur (Jike penggugsat
vang tidak hedir), atau putusan verstelk (Jika tergugat tidak
hadlr). Terhadap putusan gugatan gugur, penggugat diberi
kesempatan untuk mengajukan gugatan baru, sedang terhsadap
rutusan verstek dapat disjduksn upays hukum verzet atau
banding. Pada prinsipnya upaya hukum verzet melawan putusan
verstek diajuken oleh tergugat, sedangkan banding diajukean
oleh  penggugat. Jika dalam pemerikeaan perkara  verzet
tersebut plhak tergugat-pelawan tidak hadir lagl dalam sidang
- setelah la dipenggll dengan patut - meka pengadilan 'dapat
menjatuhken putuean verstek untuk yang kedua kalinya. Dalanm
hal demikian la sudah tidak boleh mengajukan verzet lagi,
tetapl ia maelh dapat mengajukan banding. Selanjuthysa
terhadap putusan banding dari pengadilan tinggl, masih
dimungkinkan diajukan kasasl. Setelah diputue - dalam tingket
kasael, tidak berarti sengketa tersebut sudah berakhilr.
Apabila plhak debitur yeng dikalahkan tid&k'dengan suka-relsa
mematuhi 1iei putusan, maka untuk penyelesailsnnya diperlukan
ekgekuei. Terhadep eksekusl putusan pengadilan, maeih'mungkin
diajukan verzet (melawan eksekuel). Futusan pengadilan
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terhadap permohonan verzet ini masih depat dibanding, dan
eelanjutnye dimohonkean kaeasi.

' Dari urailsn tersebut, nyatalah bahwa prosedur umum
renyelesalan suatu Bengkeﬁa hukum tidaklah sederhana. .Dalam
praktek, setlap tahap penyelesaian aengketa hukum tersebut
memerlukan wektu yang relatif lama. |

Undang-undang - sendiri sebenarnya sudash menyediakan
rrosedur khusus untuk menyelesalkan sengketa hukum melalul
progedur yang lebih eederhana, dan dalam waktu yang relatif
cepat dibanding- dengan prosedur umum.. Cepatnya waktu
penyelegaian 4ini, disebabkan undang-undang memberl Jjalan
pintas. Menurut proeedur ini, pihak yang merasa dirinya
dirugikan tidak perlu mengejukan gugatan pada pengadilﬁn. Dia
oleh undang-undang diberl hak untuk langsung bertindak dalam
tahap prelakeanaan (eksekusl). Ketentuan semacam ini dﬁpat
memperlancar roda perekonomian, khusuesnye dunla perkreditan.

Salah satu ketentuan undang-undang yang mengatur hal
tergsebut adalah Pasal 224 HIR (Pasal 258 RBg), yang antara
lain berbunyi: '

Grosee akta hipotlk den grosee surat hutang noterlil
{(notarieéle - schuldbrieven) yang dibuat di  hadapan
notaris di Indonesla ' dan yang kepalanysa memakal
perkatsan “Demi Kesdllan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Eza", diberi kekuatan yang same dengan putuesan hakim.

Groese akta notariil' yvang dapat dleksekusl seperti
putusan hakim adalah : ' o '

1. groase akta hipotik {(de @grossen van akte van
hypotbeek), sekarang sertifikat hipotik, dan

2. grosse surat hutang notariil (de grossen van notarieéle
schuldbrieven).

Ketentuan Pasal 224 HIR tersebut dibuat dengan tujuan
uhtuk memudahkan kreditur dalam menagih plutangnya.

Dalam praktek, tujuan ini tidak selamanya _dapat
tercapai. Hal ini disebabkan antara lain dimungkinkannya
diajukan verzet terhadapr ekeekusi grosse akta tersebut.

| Dalam hal dlajukan verzet, ketua pengadilan negeri dapat
menghentikan eksekusi yang eedang berjalan, karens dalam HIR .
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ketentuan yang dengan tegas menyatekan bahwa verzet tidek
menghambat ekeekusi.

Di samping itu, khueus mengenal groege akta hutang usng,
terdapat penafsiran dari Mahkamsh Agung. _

Penafealiran Mahkamah Agung mengenai hal ini - selandutnya
disebut pendapat Mahkamah Agung - tertuang dalam surat-nya
tertanggal 16 April 1985 Nomor 213/229/85/11/Um~Tu/ Pdt vang
ditujukan kepada Boetarno Scedja dari Kantor Pengacara Ganl
Djemat & Patner, selanjutnya diikuti dengan surat tertanggal
18 Maret 1986 Nomor 133/154/86/11/Um-Tu/Pdt kepada Direkei
Bank Negara Indoneslia 1846, dan surat tanggal 1 Aprll 1986
Nomor 147/168/86/Um~-Tu/Pdt kerada Pimpinsn BKFH PERBANAS.

Dalam ketlga suratnya teréebut Mahkamah Agung menyatsakan
bahwa grosge akta yang dimakeud Pasal 224 HIR adalah @

1. Groese akta pengakuan hutang, -

2. Ieinya pengaluan hutang dengan., kewaJdiban untuk
membayar/melunaskan suatu jumlah uang tertentu (pastl),

3. Tidak dapat ditambahkan persyaratan*pereyaratanA lain,
terlebih lagl bila persyaratan—-persyaratan tersebut

 berbentuk perjaniian, ' |

4. Mengandung glfat ekeepsional terhadap asas bahwa
peseorang hanya daprat menyelesgalkan aenghketa melalul

- gugatan. .

. Penafegiran Mahkamah Agung demikian inl oleh para pakar
hukum dinllel sebagal menyimpang darl apa yang dlmsksud oleh
Fagal 224 HIR itu sendiri. _

Perbedaan pandangan tersebut di atas darat mempengaruhil
kelancaran eksekusl, selanjutnya berpengs-ruh pula terhadap
pemanfaatan lembaga grosse akta hutang Dari hasil
prasgurval diketahul, bahwa dalam praktek di Pengaedilen Negeri
Semarang, eelama tahun 1886 - 1880 terdapat . 141 permohonan
ekeekusl benda jaminan, sedangken permohonasn eksekusl grosse
gurat hutang notarlil hanya 1 (satu kall).

PERUMUSAN MASALAH .
Darl ursian di atas, dapat disjukan permasalahan sebagai
berikut



Ketentuan Passal 224 HIR mengensl eksekusl benda Jaminan
dan grosee eurat hutang noteriil hutdng dimaksudkan untuk
mempermud&h kreditur dalam menagih pengembalian plutangnya,
bilamana debltur wanprestasi.

Dalam kenyataannya henya sebaglan kecil rermohon
an eksekusi bendajaminan yang dlalaksenaken pampal tahap
lelang, sedangken lembaga grosse surat hutang hutang notariil
kurang diminati oleh kreditur (bank), bahkan bagi yang
membuat, pelaksanaan eksekusinya terhambat.

Dari rumusan magalah tersebut timbul beberapa pertanyesan :

1. Faktor-faktor apa sajskah yang menyebabkan kreditur (bank)
kurang berminat membuat perjandian hutang-piutang dalam
bentuk surat hutang notariil?

2. &. Hal-hal apa sajakah yang menghambat pelaksanasn
ekeekuel benda Jaminan dan grosse surat hutang
notarill?

. Apakah hal tersebut berdasar ketentuan hukum?

. Bagaimanakah upaya mengataslnya?

Apakah lembaga hukum eksekusi benda jmminan den groese

gurat hutang notarill masih perlu dipertshankeh?

» o o

b. Jika mazsih, apaksah perlu ada renyempurnaan peraturan?





